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TATA CARA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Menimbang

SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

a.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa  untuk menjaga  kesesuaian tata cara
pemberlakuan regulasi teknis di bidang Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian sesuai dengan kepentingan
nasional dan ketentuan internasional mengenai
hambatan teknis perdagangan (Agreement on Technical
Barrier to Trade, WTO), diperlukan tata cara dan metode
yang jelas, sederhana, praktis, dan mengikat bagi
kementerian/lembaga yang berwenang memberlakukan
Standar Nasional Indonesia secara wajib;

bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi
Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman
Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia
secara Wajib belum dapat menampung perkembangan
dan kebutuhan mengenai pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia secara wajib, sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai
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Mengingat

Menetapkan

dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional,
perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi
Nasional tentang Tata Cara Pemberlakuan Standar

Nasional Indonesia secara Wajib;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6225);

4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
TATA  CARA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA SECARA WAJIB.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Regulasi Teknis adalah dokumen yang menetapkan
karakteristik Barang dan/atau Jasa atau metode dan
Proses yang terkait dengan Barang dan/atau Jasa
berdasarkan SNI, persyaratan acuan lain, standar lain,
prosedur penilaian kesesuaian, dan/atau persyaratan
administratif yang pemenuhannya bersifat wajib.

Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat
BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian.

Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat
SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan
Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Notifikasi adalah kegiatan pemenuhan kewajiban
internasional untuk menginformasikan rancangan
peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian atau peraturan menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian yang terkait dengan
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang berpotensi
menyebabkan hambatan perdagangan internasional
kepada Anggota WTO.

Analisis Dampak Regulasi (Regulatory  Impact
Assessment) adalah pendekatan sistemik untuk menilai
efek positif dan negatif termasuk risiko dari Regulasi
yang diusulkan dan jika regulasi tidak diberlakukan.
Program Nasional Regulasi Teknis yang selanjutnya
disingkat PNRT adalah usulan regulasi teknis
pemberlakuan SNI secara wajib yang akan dirumuskan
dan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah
Non Kementerian berdasarkan tata cara pemberlakuan

regulasi teknis yang baik.
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Pasal 2
(1) Kepala BSN berwenang untuk menetapkan Tata Cara
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib.
(2) Tata Cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia
secara Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan acuan bagi kementerian dan/atau lembaga
pemerintah nonkementerian dalam memberlakukan SNI

secara wajib.

Pasal 3
(1) Tata Cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia
secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
mencakup tahapan:
a. identifikasi kebutuhan Regulasi Teknis;
b. analisis dampak regulasi;
c PNRT;
d. penyusunan Regulasi Teknis;
e. Notifikasi Regulasi Teknis;
f. penetapan Regulasi Teknis; dan
g. tinjauan Regulasi Teknis.
(2) Tahapan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia
secara Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan
Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 105), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2020

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id



